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babwa dengan  telah  ditetapkannya Peraturan Dacrah
Kabupaten Muara Fnim Nomor 19 Tahoan 2000 fentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
Kabupaten Muara Enimm, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanasn tugas Dinas Perindusirian, Perlagangan dan
Koperasi perlu dilakukan Penjabaran Tugas FPokok dan
Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  Koperasi
Kabupaten Muars Ennn |

yahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksod
huruf a perlu menctapkan Keputusan Bupati Muara Emm
tentang  Penjabaran  Tugas Polok dan Funpsi Dinas
Perndustnan, Perdagangan dan hoperasi Kabupaten Muars
Enim.

Undang-undang Hepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 19549
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ dan Kotapraja di
Sumaters Selalan [ Lembaran Negara Eepublik Indonesmi
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 1821

Undang-nndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahoan 1999
tentang Pemerintahan Dacrab | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 3839 ) 4

Undang-undang Republk Indonesia Nomor 25 Tabhun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor T2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 )

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Fokol-pokok Kepegawaian (| Lembaran Nepgam
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 55, Tamhbahan
Lembaran  Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3091 )

=ehn ;.;.'a_"lma_n .



Ml‘.‘j_lt‘!!HF?'-CH_rl

£

-2-

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 | Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890 ) |

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan
Propinsi schapai Dacrah Otonom | Lembaran Negam Republik
lndonesia Talun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarin
Nepar Nomor 3952 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor
165) ;

Keputusan Presiden Republile [ndonesia Nomor 44 Tahun
19094 eateng Teknik Penyusunan  Pesaturan  Perundang-
undangan  dan bentn Ranpcangan  Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintah, dan  FRancangan
Keputisan Presiden

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tabun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim !
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tabiun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enarm.

MEMUTUSKAN @

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGS! DINAS 2 FPERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan i vang di maksud dengan

T U B G S

e |

. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muoara Foo.
-Bupati adalah Bupati Muara Enim.

.Walkil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim,

cSekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
. Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupalen Muata Enim.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindusitian, Pendagangan dan
Koperasi Kabupaten Muara Enom.

#, Unit Pelaksana ... ..
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8 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrdan, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.

9, Kelompok JJabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
vang di bert tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
herwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi
keahlismnya  dalam  rangka  mendukung  kelanearan o Tugas
pemerintahan.

BAaB 1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI]
Pasal 2

(17 Dinas Perindustian, Perdagangan  dan Koperasi  merupakan
nnsir pelaksana  Pemerintah Daeral di bidang Perindustrian,
Perdapangan dan Koperasi,

() Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di pimpin olch
seorang Hepala Dinas yvang berada di bawash dan bertanggung
jawal kepada Bupati melalui Sekretars Daerah.

*asal 3

Dipas Perindustban, Perdapangan dan Koperasi mempunysi fugas

melaksanakan wrusan  mmah  tangga  dacrah  dalam bidang

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menjadi tanggung

jawabnva  meliputi  Pembinaan Perindustrian dan  Perdagangan,

pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, pendaftaran Pernsahasn
dan Penanaman Modal,

Pasal 4

Untiuk menvelenggarakan tugas  tersebut  pada  pasal 3, Dinas
Perindusirian, Perdagangan dan Koperasi mempunyal fungsi :

4, Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah,

h. Pelaksanaan pembinaan industd dan Kerajinan Rumah Tangga,
Perdagangan, Perkoperasian dan Penpusaha Kecil dan Mencngah |

¢, Pelaksansan pengawasan dan pemberian perizinan usaha mdusto,
Perdagangan, Pengnsaha Kecil dan Menengah dan Perizinan dalam
bidang Penanaman Modal |

d. Pengaturan dan pelaksanaan pembinaan kemetrologian |

¢, Pelaksansan pemantauan dan evaluasi pengadsan dan penyaluran
mata dagangan serta perlindungan konsumen |

{ Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi,
g, Pelaksanaan penyuluban Industn, Perdagangan dan Koperasi ;

li. Pengurusan .......
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h. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal ;

i, Pelaksanaan pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-unit
dilingkungan Mnas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi |

j.  Pelaksanaan umsan ketatausahaan dan perlengkapan.
BAB II
ORGANISAST
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdir dard

a. Kepala Dinas ;

L. DBaglan Tata Usaha ;

¢, Sub Dinas Perindustrian |

d. Sub Dinas Perdagangan ;

e, Sub [linas Koperasi Pengusaha Keeil dan Menegah |
f. Sub Dinas Penanaman Modal ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas |

h. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA
‘asal &
Bagian Tata Usaha mempunyai thagas melaksanakan urusan
penvusunan  program  dan percncanasi, kepegawalan, keuangan,
perlengkapan, mumal  tangga, kehoamasan, naskah dinas dan
pelaporan.

Pasal 7

Untulk menyvelenggarakan tugas tersebut  pada pasal 6, Bagian Tata
Usaha mempunyal fungsi:

a.  Penyiapan bahan dan kocidinasi pelaksanaan penyusunan rencand,
program kesja dan pelaporan |

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
e, Pelaksanaan pengelolaan urasan allministras: kenangan ;

d. Pelaksanaan urusan uinum, rumah tangga, perlenglkapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

ey Pelaksansan ...
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e. Pelaksanaan tugas lain yang dibernkan oleh atasan |
Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dar :

a, Sub Bagian Perencanaan |
Iy, Sub Bagian Umum,
o, Sub Bagian Keuangar,

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  bahan penyusunan rencana  dan program  keija,
pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta
penyiapan pelaporan,

(?) Sub  Bagian Umum  mempunyal tugas melaksanakan  wrusan
administrusi kepegawaian, rumah fangga, perlengkapan, swiml
menyurat, kearsipan, kehumasan, pegjalanan dinas dan
pemeliharaan barang inventaris,

(3] Sub Bagian Kenangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
hahan penvusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
pembukuan, melakukan perhitungan dan verifilkasi serta mengurus
perbendabaraan.

Bagman Ketiga
BUB DINAS INDUSTRI
Pasal 16
Sub Dinas ndustd mempunvai Tigas melaksanakan penyiapan bahan,
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan seklor
industdi  kecil dan rumah tangea, Industi Logam, Mesin dan
Elerktronika, Industii Kimia, Agro Hasil Hutan.

Pa=al 11

Untuk menyelengearakan tfugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas
Industit mempunyal fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan scktor industri |

h. Penyelenggarasn  pembinsan  industri  berdasarkan  data dan
potensi bahan baku sumber daya alam daerah ,

¢. Fasilitasi penyelenggaran kemitrsan  industri kecil, menengah,
besar dan sektor ekonomi lainnya |

d. Penyiapan hahan dan petunjuk telmis  dalam rangks pembinaan
pengembangan usaha indusii guna mendorong ferciptanys iklim

usaha vang sehat

e, Penyelenggaraan ...
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e. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan bapi pengusaba kecil
seltor industr ;

E Pelaksanaan evaluasi dan momtoring terhadap pengembangan
sarana dan usaha produksi sesuai denpan ketentuan yang berlaku;

g Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh atasan,
*maqf 12
Sub Dinas Incdnstrl terdirt dare

a, Beksi Industrl Logam, Mesin dan Elektronika |
k. HBeksilndustrl Kimia, Agro Hasil Hutan |
o, Seksi Penpembangan Usaha Indosto

Pa=mal 13

(1) Scksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas
melaksanakan penyviapan bahan, pedoman dan petunjuk  telmis
dalam rangka pembinaan usaha Iodusti Logam, Mesin dan
Elektronika ;

[ Seksi Industed Kimia, Agro Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanalkan penyiapan baban, pedoman dan petunjuk teknis
dalam ranpka pembinaan usaha industri Kimia, Agro Hasil Hutan ;

(3) Scksi  Penpembanpan Usaha  Induste mempunyal  lugas
melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis
dalam  mangka pengembangan, penvuluhan, peroodalan dan
perizinan Usaha Industn,

Bagian Keempat
SUR DINAS PERDAGANGAN
Masal 14
Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan, pedoman dan petugjok teknis  pembinaan  perdagangan
menengabh  dan  kecil, peovaluran  mata  dagangan, pendafiaran
perusahaan dan penzinan  wsaha perdagangan,  peclindungan
konsumen scria pembinasan pengelolaan pasar.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas
Perdagangan  mempunyai fungsi

a.  Pernmusan kebijakan teknis di hidang usaha perdagemgan dan
pengelolaan pasar ,

h. Pelaksanaan pembinaan perdagangan menengah dan kecil ;

¢, Pelaksanaan pembinaan kemetrelogian
il. Pelaksanaan ...
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Pelaksanasn pemantauan  evaluasi dan monitoring pengadaan
dan penyaluran mata dagangan ;

Pelaksanaan  penvuluhan  perdagangan  kepada  masyarakat,
promosi dan pameran mata dagangan ;

Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan
besar, rekomendasi atas  penerbitan angka pengenal ekspor dan
pengenal import serta pelayaian perizinan perdagangan antara
pulan |

Penvelenggaraan  penerbitan azin lempat usaha, izim usaha
perdagangan, izin usaha  pasar modern dan  tamda  daftar
perusahaan ;

Penyelenggarasn dan  pengawasan pemakaian ukuran, takaran,
timbangan dan perlengkapan serta pemakaian harang-barang
dalam keadaan terbunglus |

Pemberian surat keterangan asal mata dagangan |

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pazal 16

Sub Minas Perdagangan  terdini dari -

2 H
L.
i

(1)

3]

Seksi Distribust ;
Sekai Usaha dan Perdagangan ;
Seksi Perlindungan Konswmen.

Pasal 17

Seksi Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan balian
dan penyusunsm program pembinaan kegiatan Promos, Penasaran
dan penyaluran mata dagangan serla memantan kebutuhan,
persediaan dan harga mata dagangan ;

Scksi Usaha dan Perdagangan mempunyai lugas melaksanakan
penyiapan bahan dan penyusunan  rencans bimbinpan nsaha
perdagangan, iwin  tempat usaha  dan  sarana perdagangarn,
pendaftaran  perusabasn  serta melakukan pembinaan  dan
pengawasan pengelolasn pasar |

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyal tugas melaksanakan
penyviapan  bahan  dan  penyusunan  ICncand pembinaan
penyelenggaraan dan  pengawasan  pemakaian ukuran, takaramn,
timbangan dan sarana kemetrologian lainnya seria melakulkan
penyuluhan dan pengawasan pemakaian barang dalam keadasn
terbungkus.
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Bagian Kelima

SUB DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 18

Sub Dinas Koperasi dan PKM mempunyai tugas melalksanalkan
penviapan bahan, pedoman dan petunjuk tekmis penyusunan program
pembinnan  dan pengembangsan kelembagasn koperasi, permodalan,
perngesahan Badan Hulem Koperasi, penyvelenggaraan penvuluhan
dan pelatihan

Pasal 19

Untuk menyvelenpgaraksn tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas
Foperasi dan PRM mempunvas fungsi

P

MPerumusan kebijakan teknis di bidang lkoperasi pengusaha  kecil
dan menengah |

Pelaksanaan pemberian bunbingan dan pengembangan
kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah serta

pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama |

Fasilitasi pengembangan permodalan dan manajemen koperasi,
kemitraan koperast / PEM dengan badan usaha lainnya |

Pengesahan Badan Hukum Koperasi ;

penyelenggaraan penyvulihan dan pelatiban peranan  koperasi
pengusaha kecil dan menengah,

Pelaksanaan tagas lamn vang diberikan oleh atasan.

Maval 20

Sub Dinas Koperasi dan PRM terdmn: dari ¢

n oW

Seksi Usabha dan Kehidupan Koperasi
Seksi Usaha Kecil dan Menengah |
Seksi Pembiayasn dan Simpan Pijam.

Pasal 21

Seksi  Usaha dan  Kehidupan Koperasi mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk fekms
operasional pembinaan  perkoperasian  dan kelompok usaha
bersama, pengesahan badan hulum koperasi, penyvuluban dan
pelatibian ;

{2 Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tigas melaksanakan

penyiapan bahan, rencana dan petumgjuk teknis operasional
pembingan pengusaha kecil dan menengah serta penyuluban dan
pelatihan ;

(3) Seksi. ...,
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(3) Seksi Pembiaysan dan Simpan Pinjam mempunyal migas

melaksanakan  penyiapan  bahan  dan petunjuk  ieknis

pengembangan permodalan dan pembiayasn koperasi, pengusaha

kecil dan mencngah serta pembinasan usaha simpan pinjam.

Bagian Kecnam
SUB DINAS PENANAMAN MODAL
Pasal 22

Syl [dinas Penanaman Modal mempunyail lugas melaksanakan
penyiapsn bahan, pedoman  dan kebijakan lelnis promesi potcnsi
penanaman  wmodal,  pemberian perizinan, pengendalian - dan
pengawasan  serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga
dalam bidang penanaman modal |

Pasal 23

Untuk menyvelenggarakan tugas lersebut pada pasal 22, Sub Dinas
Penanaman Modal mempunyai fungst

a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang penanamarn modal dacral;
b. Penyelenggarasn promosi polcnsi penanaman modal ;

o,  Pemberian perizinan di bidang penanamean modal |

d.  Pelaksanasn koodinasi penanaman modal daeral |

¢, Peloksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi Jdan monitoring
kegiatan penanaman modal di dactah

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberilkan oleh alasan.
Pasal 24
Sub Dinas Penanaman Modal terdin dari -
a, Seksi Promosi ;
b, Scksi Pernzinan ,
. Seksi Penpendalian dan Penganwasan,
Pasal 25
(1) Scksi Promosi mempunyal tugas melaksanakan penyapan bahan
dan data seita informasi potensi daerah  dalam rangka
pengembangan investasi penanaman modal dacrah ;
(2] Seksi Perizinan mempuny:l tugas melaksanakan penyiapan bahan,
pedoman dan  petunjuk tcknis pemberian  perizinan dan

persyaratan administratif dalam rangka penanaman modal ;

13) ekl i :
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BAB IV
PENUTUP
Pasal 30

Hal - hal yang belum di atar dalam Keputusan ini sepanjang mengenal
] pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupau.

Pasal 31
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dinndanghkan.
Agar supaya setiap orang dapal mengetahuinya, memerintablen

Pengundangan Kepulusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di  Wuara Enim
=3 pada tanggal £ Met 2001

BUPATI MUARA ENIM

.‘.. .I"I .‘_ ",
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AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Mundangkan di  Muara Enim

pada fanggal % Medi 2001

N ROBAIN BIROD

LEMDBARAN NAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 23



